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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

    Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup mengalami 

peningkatan. Peningkatan kebutuhan hidup ini tidak terlepas kepada kebutuhan 

primer, sekunder, dan tersier. Salah satu kebutuhan hidup yang dibutuhkan secara 

prioritas masyarakat saat ini adalah ketersediaan tempat tinggal ataupun kendaraan. 

Namun, perkembangan zaman yang cukup cepat, disertai meningkatnya jumlah 

populasi masyarakat membuat ketersediaan tempat tinggal semakin terbatas. Hal 

ini disebabkan karena jumlah kepemilikan tanah yang tidak merata sehingga 

menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan tempat tinggal terkhusus bagi 

generasi baru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi 

ketimpangan tersebut, seperti halnya dengan melakukan kegiatan keperdataan 

melalui sewa-menyewa ataupun kontrak terhadap tempat tinggal. Tetapi, umumnya 

hal ini dapat diatasi dengan melakukan pemberian harta terhadap masyarakat yang 

memiliki masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

pemberian hibah. 

Hibah merupakan suatu perbuatan dalam bentuk pemberian yang dilakukan 

oleh pemberi hibah dan penerima hibah secara cuma-cuma serta tidak dapat ditarik 

kembali semasa hidupnya dan bukan setelah meninggal.1 

 
 

  1Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia : Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. 

Bandung CV. Mandar Maju, 1995, hlm. 73 
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Hibah memiliki perbedaan dengan wasiat atau yang dikenal dengan testament, pada 

wasiat, pemberian dilakukan setelah pemberi wasiat tersebut meninggal, 

sebagaimana pengertian dari wasiat yang merupakan sebuah  pernyataan sikap dan 

kehendak yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta kekayaannya ketika ia 

meninggal dunia.2  Selain itu, wasiat atau yang lebih dikenal dengan testament 

merupakan bagian dari hukum waris dan berbeda halnya dengan hibah yang 

merupakan suatu bentuk perjanjian. 3  Perjanjian yang terdapat pada hibah 

merupakan perjanjian sepihak, hal ini terjadi dikarenakan dominasi perbuatan 

hukum dilakukan oleh pemberi hibah, sedangkan, terhadap penerima hibah hanya 

berperan pasif karena penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan 

sebuah hal yang bersifat timbal balik.4  

Sebagaimana dengan wasiat yang digunakan sebagai bentuk organisir harta 

kekayaan seseorang saat ia meninggal, hibah pun juga memiliki fungsi mulia 

lainnya, seperti halnya dalam sisi psikologis yang dapat memberikan kebahagiaan 

bagi penerimanya dan mempererat hubungan antara pemberi dan penerima hibah5. 

Terlebih lagi, hibah dapat diberikan kepada siapapun tanpa adanya pandangan 

rendah terhadap masing-masing etnis, ras, maupun golongan tertentu lainnya.6 Kata 

“siapapun” pada hal ini tidak terkecuali termasuk kepada orang-orang yang tidak 

 
2 Thalib dan Sajuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 

104. 
3 Rusydi, Ibnu, Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum 

Islam Dan Hukum Perdata, Jurnal Hukum, Vol. 4,  No. 2,  September 2016, hlm. 155. 
4 H.Zaeni Asyhadie,  Hukum Keperdataan, Depok : Rajawali Pers, 2018, Hlm. 215. 
5Azkia Nurfajrina, Apa Itu Hibah? ini pengertian, manfaat, jenis dan bedanya dengan wakaf, 

https://www.detik.com/bali/berita/d-6597457/apa-itu-hibah-ini-pengertian-manfaat-jenis-dan-

bedanya-dengan-wakaf, Di akses pada tanggal 12 September 2023, Pukul 15.00 WIB. 
6  Faizah Bafadhal, “Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan 

Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol. 4, No. 1, Juli 2013,  hlm. 18. 
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memiliki hubungan darah sama sekali, seperti halnya pemberian oleh orang tua 

angkat terhadap anak angkatnya.  

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak angkat 

merupakan anak yang dialihkan kekuasaan dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan 

yang dari sebelumnya dilakukan oleh orang tua kandung atau wali yang sah lalu 

beralih ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan atau 

penetapan pengadilan. Pengalihan kekuasaan dalam hal pengasuhan dan 

pemeliharaan atau yang lebih dikenal dengan adopsi tersebut diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan 

anak. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwasanya pengangkatan anak dapat 

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan 

yang dalam hal ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. 

Kemudian, Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 juga mengatur bahwasanya siapapun 

boleh melakukan adopsi apabila terdapat pasangan lelaki yang telah beristri ataupun 

pernah beristri namun tidak memiliki keturunan yang sah. Maka, ia dapat melakukan 

pengangkatan seorang anak lelaki baginya. Selain itu, menurut Staatsblad Nomor 

129 Tahun 1917, terhadap anak tersebut, maka terdapat akibat hukum berupa 

dianggap telah dilahirkan oleh perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris 

atas orang tua angkat tersebut. Namun, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tidak mengatur secara eksplisit mengenai anak angkat melainkan hanya mengakui 
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anak yang dilahirkan di luar pernikahan.7 Sehingga, dengan demikian dalam hal ini 

anak angkat tidak dapat memiliki hak warisan apabila ditinjau dari pasal 982 

KUHPerdata yang menjelaskan bahwasanya hak waris hanya dapat diberikan kepada 

orang-orang yang memiliki hubungan darah.8 Tetapi, hal ini dapat diatasi dengan 

pemberian hibah ataupun wasiat, dengan catatan bahwasanya hal tersebut tidak 

melebihi batas hak mutlak ahli waris atau dalam bahasa hukum adalah ”Legitime 

Porte.” 

Dalam pemberian hibah, walaupun pemberian tersebut dapat diberikan 

kepada siapa saja seperti halnya anak angkat dan lain-lain, namun perlu 

digarisbawahi bahwasanya pemberian hibah hanya dapat diberikan atas benda yang 

sudah ada dan dimiliki oleh pemberi hibah semasa hidupnya dan bukan untuk benda 

yang belum ada maupun benda yang baru akan ada nantinya.  Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1667 KUHPerdata yang mengatur bahwasanya : “Penghibahan 

hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat 

penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, 

maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.”9 

Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun 

kecacatan yang tidak diinginkan nantinya, maka diperlukan andil dari seorang 

notaris atau PPAT. 

 
7 Zaini Muderis, Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 

2007. 
8 Aidil Akbar, Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum, https://www.legalkeluarga.id/hak-

waris-anak-angkat-menurut-hukum/, Diakses pada tanggal 12 September 2023, Pukul 15.00 WIB. 
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti, 

(Jakarta : Pradnya Paramitha, 2006), Ps. 1667 
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Notaris dan PPAT merupakan hal yang memiliki peran penting dalam 

pemberian hibah antara pemberi hibah maupun penerima hibah. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, notaris merupakan orang yang mempunyai kuasa atas izin 

pemerintah dalam mengesahkan dan melakukan penyaksian terhadap surat 

perjanjian, surat wasiat, akta, dan hal lain sebagainya. Sedangkan, PPAT atau lebih 

dikenal dengan pejabat pembuat akta tanah merupakan pejabat yang memiliki 

kewenangan dalam membuat akta terhadap perjanjian yang memiliki maksud untuk 

memindahkan hak atas tanah, atau melakukan penggadaian tanah atau melakukan 

peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.10  

Dalam hal pemberian hibah, terhadap hibah yang dilakukan terhadap 

barang-barang bergerak, maka memerlukan keterlibatan notaris. Namun, dalam hal 

pemberian hibah terhadap barang-barang tidak bergerak seperti halnya tanah, maka 

umumnya memerlukan keterlibatan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.11 

Pernyataan tersebut didukung oleh pasal 1682 KUHPer yang berbunyi : “Tiada 

suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan 

tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan 

bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”12  Dengan kata 

lain, apabila hibah tersebut dilakukan tanpa adanya akta notaris maka penghibahan 

yang dilakukan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Hal yang dilakukan oleh notaris 

 
10 Effendi Peranginangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang 

Praktisi Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hlm. 437. 
11 Duma Natalia D. Saragi. “Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah oleh Pejabat Umum yang 

Berwenang: Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/PDT/2011”. Tesis. Magister 

Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 3. 
12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti, 

(Jakarta : Pradnya Paramitha, 2006), Ps. 1687 
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dan Pejabat Pembuat tanah dilakukan sebagai upaya pencegahan dan upaya 

penyelesaian terhadap perbuatan hukum apabila nantinya memiliki kaitan dengan 

peristiwa hukum tertentu.13 

Salah satu peristiwa hukum yang dapat terjadi pada saat hibah sudah 

diberikan adalah adalah adanya penarikan kembali terhadap hibah tersebut 

meskipun pada dasarnya hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara cuma-

cuma dan tidak dapat ditarik kembali.14 Penarikan kembali oleh pemberi hibah 

terhadap penerima hibah juga dikenal dengan istilah pembatalan hibah pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan hibah umumnya terjadi dikarenakan 

berbagai faktor, baik perselisihan antara penerima hibah dan pemberi hibah maupun 

pemberian hibah yang melebihi hak mutlak waris dari ahli waris. Adapun, untuk 

melakukan pembatalan hibah tersebut bergantung kepada hukum apa yang 

digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam hibah, terhadap pihak yang 

beragama islam maka pihak tersebut akan menggunakan kompilasi hukum islam 

(KHI), sedangkan, apabila pihak yang terlibat tersebut beragama selain islam 

seperti halnya kristen, maka akan menggunakan KUH Perdata. 

Terkait pembatalan hibah, dapat dilihat dari berbagai contoh kasus yang ada 

di Indonesia, seperti halnya kasus pada putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 

559/Pdt/2019/PT MDN, kasus tersebut diadili pada pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi dikarenakan pihak yang terlibat dalam perkara perdata tersebut 

beragama kristen. Kemudian, pada putusan tersebut, terdapat dua pihak yang 

 
13 Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 73. 
14  Wahyu Sazikin, “Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata ( Bw ) Dan 

Kompilasi Hukum Islam”, Meraja Jurnal, Vol. 1, No. 3, November 2018, hlm. 85. 
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berperkara yakni NURSINTA MANIK sebagai penggugat dan JUMITA VANI 

TIMBUL SIDABUTAR sebagai tergugat. Dalam hal ini, NURSINTA MANIK 

merupakan orang tua angkat dari tergugat JUMITA VANI TIMBUL 

SIDABUTAR. Kedua belah pihak yang merupakan orang tua angkat dan anak 

angkat tersebut berperkara atas sebuah akta hibah terhadap tanah yang telah 

dihibahkan kepada JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR berdasarkan akta 

hibah No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh DHARMA 

SERPIN PURBA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar 

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 dengan luas tanah 184 M2 yang terdapat 

sebidang tanah diatasnya berupa bangunan permanen berbentuk rumah yang 

terletak di Lorong 29 Kel. Siopat suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang siantar, 

dengan batas  sebagai berikut : 

-  Timur   : Tanah Negara  

-  Barat     : Tanah Negara  

- Selatan  : Jalan/ Lorong 29 

-  Utara    : Tanah Negara 

NURSINTA MANIK dalam surat gugatannya tertanggal 22 maret 2019 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah register 

Nomor : 33/Pdt.G/PN PMS melakukan pencabutan atau pembatalan hibah terhadap 

JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR. Pembatalan hibah tersebut dilakukan 

karena pada awalnya NURSINTA MANIK memberikan hibah tersebut kepada 

JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR dengan alasan kasih sayang seperti halnya 

anak sendiri dan dengan harapan bahwasanya JUMITA VANI TIMBUL 
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SIDABUTAR dapat mengasuhnya di hari tua. Namun, menurut penggugat dalam 

putusan tersebut, diketahui bahwasanya tergugat tidak memberikan nafkah / 

mengurus penggugat. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan penggugat 

melakukan pembatalan hibah terhadap tergugat.  

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul :  

“PEMBATALAN HIBAH OLEH ORANG TUA ANGKAT TERHADAP 

ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA (STUDI PUTUSAN NO. 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/PT 

MDN)” 

B. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pembahasan 

selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah oleh 

orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor: 

33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN ? 

2. Bagaimana akibat hukum pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap 

anak angkat dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 

559/Pdt/2019/PT MDN ?  

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

memutuskan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat 

dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan hibah oleh 

orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor : 

33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN. 

D. Manfaat Penelitian 

     Manfaat Penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

pengetahuan terhadap pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anak 

angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta 

memberikan literatur dan kajian pustaka yang akan bermanfaat bagi 

penelitian di masa yang akan mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat terhadap hibah secara umum dan pembatalan hibah oleh 

orang tua angkat terhadap anak angkat berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.  
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b. Bagi praktisi : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan 

referensi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara hibah dan 

pembatalan hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak 

angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Bagi pemerintah : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan acuan 

serta rujukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang 

berkaitan dengan pembatalan hibah. 

E. Ruang Lingkup 

     Dalam penelitian dengan judul “Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua Angkat 

Terhadap Anak Angkat (Studi putusan nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 

559/Pdt/2019/PT MDN), penulis memberikan batasan penelitian yang akan 

berfokus pada pengaturan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak 

angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertimbangan 

hakim dalam memutuskan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap 

anak angkat pada putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT 

MDN. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

         Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 
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mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 15  Perjanjian juga 

berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1388 ayat 

(1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata 

lain, perjanjian merupakan perbuatan yang berlaku sebagai undang-undang bagi 

pembuatnya dengan memberikan perikatan atau ikatan terhadap satu orang lain 

atau lebih. Tetapi, terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli hukum perdata 

mengenai definisi perjanjian. 

          Mengenai definisi perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

terdapat tidak persetujuan dari para ahli hukum khususnya di bidang perdata. Hal 

ini terjadi karena definisi perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata terlalu luas serta kurang lengkap dikarenakan tidak memaknai 

“perbuatan hukum” melainkan hanya “perbuatan” saja. Selain itu, frasa 

“perbuatan” tersebut dapat bermakna ganda dikarenakan tidak ada pembatasan 

pada “perbuatan hukum” , sehingga dapat juga mengacu kepada perbuatan di 

luar hukum. Terlebih lagi, perjanjian hanya dimaknai sebagai perbuatan yang 

mengikat satu pihak atau lebih. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian 

sepihak. Meskipun begitu, para ahli berpendapat bahwasanya kedua belah pihak 

harus saling mengikatkan diri.16 Dengan demikian, para ahli hukum memberikan 

pendapat masing-masing mengenai definisi perjanjian. 

 
15 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 364. 
16 Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: 

PT Alumi, 2005, hlm. 89. 
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         Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyatakan bahwa perjanjian 

adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda kekayaan 

yang dimiliki oleh dua pihak yang dalam hal ini satu pihak berjanji untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan satu pihak lain diberi hak 

untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian, Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, 

perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi oleh karena 

terdapatnya kata sepakat terhadap dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan 

akibat hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang.17  Sehingga, definisi 

perjanjian dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan hukum antar kedua belah 

pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri.18 Namun, dalam melaksanakan 

sebuah perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

        Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sahnya perjanjian 

adalah sebagai berikut : 

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Adanya suatu hal tertentu 

4. Adanya suatu sebab atau kausa yang halal. 

Syarat sah perjanjian pada hakikatnya juga dapat dilakukan pembatalan 

apabila terdapat faktor-faktor yang mengharuskan pembatalan tersebut terjadi. 

Seperti halnya syarat pertama dan syarat kedua pada perjanjian yang bersifat 

subjektif. Subjektif dapat diartikan sebagai orang-orang atau subjek hukum yang 

 
17 Mgs Edy Putra Tje’Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta: Liberty, 

1989, hlm. 18. 
18 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 2.  
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mengadakan perjanjian tersebut, jika syarat pertama atau syarat kedua dari 

perjanjian tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

Sedangkan, berbeda halnya dengan syarat pertama dan syarat kedua yang 

bersifat subjektif. Pada syarat ketiga dan syarat keempat dalam perjanjian 

bersifat objektif. Syarat tersebut bersifat objektif dikarenakan mengatur 

mengenai objek atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam 

perjanjian. Dengan kata lain, apabila syarat ketiga atau syarat keempat dilanggar 

maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau tidak pernah terjadi.19 

Oleh karena itu, syarat sah perjanjian dapat memberikan manfaat bagi para pihak 

yang ada di dalamnya. 

Dengan adanya teori perjanjian, maka dapat digunakan untuk menganalisis 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh NURSINTA MANIK (Penggugat) dan 

JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR (Tergugat). Hal ini dikarenakan, 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat merupakan 

sebuah perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat 

tersebut adalah perjanjian hibah. Namun, penggugat sebagai orang tua angkat 

melakukan sebuah gugatan pembatalan hibah tersebut ke pengadilan. Maka, 

dengan adanya teori perjanjian, dapat dilakukan sebuah telaah terhadap sah atau 

tidaknya pembatalan perjanjian hibah yang dilakukan oleh hakim pada Putusan 

No. 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN. 

 
19 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, 

Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.123. 
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2. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat para pencari keadilan 

terhadap tindakan sewenang-wenang dengan artian dapat memperoleh sesuatu 

yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merupakan suatu hal 

yang diharapkan oleh masyarakat dikarenakan hal ini dapat memberikan 

ketertiban bagi yang mendapatkannya.20 Selain itu, kepastian hukum juga dapat 

diartikan sebagai bentuk yang normatif  karena ketika sebuah peraturan telah 

dibentuk dan kemudian diundangkan, maka dapat mengatur secara pasti dan 

logis. 21  Dengan adanya teori kepastian hukum, maka dapat memberikan 

kejelasan terhadap kepastian hukum dalam pembatalan hibah oleh orang tua 

angkat terhadap anak angkat yang dilakukan oleh dalam putusan no. 

33/Pdt/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN. 

3.    Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang bersifat penting dan 

berperan sebagai pemberi keadilan bagi para pihak yang berperkara (ex aquo et 

bono). Pertimbangan hakim juga berperan penting dalam memberikan kepastian 

hukum. Selain itu, dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu perkara, 

hakim harus diberikan kebebasan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini 

dikarenakan dalam menjatuhkan putusan, hakim memerlukan sebuah kebebasan 

yang dilandasi dengan berbagai faktor-faktor penting seperti halnya rasa 

keadilan dalam masyarakat, tingkat perbuatan pelaku, tingkat kerugian korban 

 
20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145. 
21 Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm,385 
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atau tergugat dan hal lain sebagainya dalam memeriksa dan mengadili suatu 

perkara, seperti halnya pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim. 

Dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), hakim 

mempunyai dua macam pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan non 

yuridis, berikut penjelasannya : 

a. Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis merupakan sebuah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada. Dalam hal ini dapat 

diiringi dengan alat bukti yang tertuang dalam pembuktian di 

persidangan. Seperti halnya dalam pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari 

alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.  

b. Pertimbangan non yuridis 

Pertimbangan non yuridis merupakan sebuah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada keyakinan hakim terhadap hal-hal lain selain yang 

terdapat dalam fakta persidangan. Hal ini dapat dilihat latar belakang, 

akibat perbuatan dan hal lain sebagainya. 

        Dengan adanya teori pertimbangan hakim, maka dapat memberikan keadilan 

bagi perkara yang dialami oleh penggugat dan tergugat. Seperti halnya, 

pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dipertimbangkan hakim dalam memutus 

perkara pembatalan hibah dalam putusan no. 33/Pdt/2019/PN PMS jo. 

559/Pdt/2019/PT MDN. 
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G. Metode Penelitian 

      Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya untuk melakukan penyelidikan 

dan penelusuran terhadap suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah 

dengan cermat serta teliti guna melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, 

dan mengambil kesimpulan dengan cara yang sistematis dan objektif agar dapat 

menyelesaikan suatu masalah ataupun melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis 

yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk pengetahuan bagi manusia. 22 

Adapun, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum 

normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan 

meneliti bahan kepustakaan atau dalam hal ini merupakan data sekunder.23 

Dengan demikian, penelitian hukum normatif berfokus pada studi dokumen 

atau kepustakaan seperti halnya. peraturan perundang-undangan, 

keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip 

hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.24 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan sebuah cara ataupun metode yang dilakukan 

secara ilmiah untuk menghasilkan data yang berguna untuk tujuan 

 
22 Rifa’i Abubakar, Pengantar metodologi penelitian, Bandung: CV tarsito, 2001, hlm. 2. 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 15. 
24  Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34. 
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tertentu.25Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

a.  Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan metode penelaahan dan analisis terhadap semua undang-undang 

serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang 

dihadapi.26 Peraturan perundang-undangan yang digunakan dapat berupa 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan hibah. 

b.  Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

metode penelaahan terhadap kasus atau perkara yang memiliki kaitan 

dengan berbagai isu hukum yang terjadi dan secara nyata telah diakui 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan 

pengadilan.27 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai 

bahan hukum utama dan umumnya bersifat otoritas. Bahan Hukum Primer 

dapat meliputi peraturan perundang-undangan dan hal-hal lainnya seperti 

dokumen resmi. Berikut merupakan sumber bahan hukum primer, yaitu : 

 
25 Hamid darmadi, Metode Penelitian Pendidikan sosial, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 153. 
26  Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV Penerbit Qiara 

Media, 2021, hlm. 89. 
27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: mataram university press, 2020, Hlm. 57. 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

5. Staablad 1917 Nomor 129 

6. Putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk 

mendukung bahan hukum primer guna memberikan manfaat bagi 

penelitian. 28  Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum 

sekunder meliputi buku yang membahas tentang hukum, jurnal tentang 

hibah, kamus hukum, internet, dan pandangan para ahli hukum (doktrin). 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi 

memberikan eksplanasi dan petunjuk mengenai bahan hukum premier 

dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa 

Indonesia, kamus hukum, dan hal-hal serupa lainnya. 

 
28Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan sebuah 

upaya mengkaji segala informasi tertulis mengenai hukum melalui berbagai 

sumber, seperti halnya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, 

buku hukum dan dokumen resmi lainnya. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara 

melakukan interpretasi (penafsiran) yang bersifat deskriptif dan sistematis 

terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah seperti halnya penafsiran 

pada peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan bahan hukum lain 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan 

kesimpulan secara deduktif adalah metode yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus. 
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